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ANGKET KPK

Panitia Mengaku Sering
Mendiskusikan Perppu

JAKARTA, KOMPAS — Sete-
lah membantah, Panitia Angket
DPR terhadap XKomisi Pembe-
rantasan Korupsi mengakui wa-

cana peraturan pemerintah
pengganti undang-undang KPIK

sudah sering didiskusikan. Bah-

kan, tak tertutup kemungkinan
menjadi rekomendasi Panitia
Angket.

Bagaimana rekomendasi pa-
nitia nantinya dengan berdasar
pada temuan-temuan, yang. ada
sudah didiskusikan walaupun be=
Ium formal sifatnya. Dari diskusi
itua, sering kelaar gagasan
perppu.” kata Ketua Panitia Ang-
ket DPR terhadap KPK?Y dari
Fraksi Partai Golkar Agun Gaa=
nandjar Sudarsa divJdakarta;iKa=
mis (24/8). . <

Agun termasuk yang permnah
mengutarakan gagasan perppu
itu. Namun, anggota Panitia Ang-
ket DPR dari Fraksi Partai Per-
satuan Pembangunan, Arsul Sani.-
menolak gagasan perppu itu. Ka-
laupun nantinya panitia melihat
UU KPK perlu direvisi, tidak per-
Iu dengan cara perppu. “Reko-
mendasi perppu justru akan me-
munculkan perdebatan baru ter-
kait ada tidaknya kegentingan
memaksa sebagai syarat keluar-
nya perppu,” katanya.

Terlebilh jika materi perppu
ternyata akan membubarkan
KPK. KPK ini kelahirannya ikut
diinisiasi oleh PPP. Jika ada pem-
bubaran KPK, pasti kami tolak,”
ujarnya.

Adz:[vn Partai

Ketua Fraksi

Gerindra DPR Ahmad Muzani
yang fraksinya tidak masuk da-
lam Panitia Angket mengatakan,
dikeluarkannya perppu merupa-
kan kewenangan dari Presiden.

Namun, apa pun bentuk re-
komendasi panitia, kami tidak
akan setuju jika rekomendasi itu
melemahkan KPK, apalagi sam-
prai membubarkan KPK. Eksis-
tensi KPK dan KPK yang kuat
masih dibutuhkan untuk mem-
berantas korupsi,” ujarnya.

Direktur Pusat Studi Konsti-
tusi Faktiltas Hukum Universitas
Andalas Fepip Amsari menga-
takan; ada tiga syarat Presiden
bisa T engeluarkan perppu sesuai
putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor I88/PUU-VII,/2009. Ke-
tiga syarat it adalah adanya ke-
butuhan mendesak menyelesai-
kan masalah hukum secara cepat,
undang-undang yang dibutuhkan
itu belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum, dan keko-
songan hukum tak dapat diatasi
dengan cara membuat UU secara
prosedur biasa karena akan me-
makan waktu lama.

"Perppu KPK tidak memenuhi
ketiga syarat itu sehingga ka-
laupun ada rekomendasi itu, Pre-
siden harus menolak,” katanya.

Feri menduga munculnya ga-

gasan pPerpply sebagai upaya
mempercepat pelemahan atau

bahkan pembubaran KPK. Pa-
salnya, jika menempuh revisi UU
dengan prosedur biasanya, selain
memakan waktu lama, belum
tentu revisi bisa berhvnsil. APAD
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